
 

BUPATI BANJAR 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI BANJAR 

NOMOR 22  TAHUN 2015 

TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANJAR, 

Menimbang     : a. bahwa untuk menunjang diagnose penyakit dalam 
pelaksanaan upaya meningkatkan kesehatan masyarakat 

yang menyeluruh, terarah, dan terpadu yang mencakup 
upaya pemeliharaan kesehatan, pemberantasan penyakit 
menular, pengendalian penyakit tidak menular penyehatan 

lingkungan, pengamanan penggunaan zat adiktif dalam 
makanan dan minuman serta bahan berbahaya lainnya di 
Kabupaten Banjar, maka perlu membentuk Unit Pelaksana 

Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas 
Kesehatan Kabupaten Banjar; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar; 

Mengingat      :  1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5063); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1267/ MENKES/ SK/ 
XII/ 2004 tentang Standart Pelayanan Laboratorium  



2 
 

Kesehatan Kabupaten/Kota; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 

tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 
Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi 

Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 537); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 411/ MENKES/ PER/ 
III/ 2010 tentang Laboratorium Klinik; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 

tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar   

(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 
09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 
09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 
Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 
10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 
8); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI 

DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM 
KESEHATAN DAERAH. 

 

 
BAB   I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal   1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar. 

3. Bupati adalah Bupati Banjar. 

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. 

6. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya 
disingkat UPT Laboratorium Kesehatan Daerah adalah unsur pelaksana 
teknis pada Dinas Kesehatan. 

7. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Laboratorium Kesehatan Kabupaten 
Banjar. 



3 
 

8. Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Pimpinan Laboratorium 
Kesehatan Daerah. 

9. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, 
tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai Negeri Sipil dalam suatu 

satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada 
keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 

10. Retribusi Daerah adalah retribusi pelayanan kesehatan pada Dinas 

Kesehatan. 
 
 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium 
Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. 

 
 

BAB III 
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal 3 

(1) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah adalah unsur pelaksana tugas 

operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. 

(2) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang 

bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas. 
 

Bagian Kedua 

Tugas Pokok 
 

Pasal 4 

UPT Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan 
sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang pada dinas 

Kesehatan dibidang pemeriksaan kimia kesehatan, mikrobiologi, imunologi dan 
patologi. 

Bagian Ketiga 

Fungsi 
 

Pasal 5 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 

UPT Laboratorium Kesehatan Daerah menyelenggarakan fungsi: 

a. Pemeriksaan Kimia Kesehatan (Fisika Air, Kimia Air, sampel 
tanah/Entomologi, Cholinesterasi/pestisida dalam darah, Toxikologi); 

b. Pemeriksaan Mikrobiologi (Bakteriologi Air, Bakteriologi Makanan, Bakteriologi 
Klinis); 

c. Pemeriksaan Imunologi (Imunologi/Serologi); 

d. Pemeriksaan Patologi (Kimia Klinik, Hematologi, Urinalisis); 

e. Penyelenggaraan ketatausahaan UPT Laboratorium Kesehtan Daerah; 

f. Pemungutan/penagihan dan penyetoran retribusi daerah; dan 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsinya. 
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BAB IV 
ORGANISASI 

Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 

Pasal 6 

(1)  Susunan Organisasi UPT Laboratorium Kesehatan Daerah terdiri dari : 

a. Kepala UPT; 

b. Sub Bagian Tata Usaha; dan 

c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala UPT. 

(3) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional sebagai ketua dan 
bertanggungjawab kepada Kepala UPT. 

(4)  Bagan Susunan Organisasi UPT Laboratorium Kesehatan daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

 

Bagian Kedua 
Kepala UPT 

Pasal 7 

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai 
tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT Laboratorium 

Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5. 

Bagian Ketiga 
Subbagian Tata Usaha 

Pasal 8 

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b,  

mempunyai tugas pokok pelaksanaan urusan umum dan rumahtangga, 
kepegawaian, keuangan, administrasi, data dan pelaporan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi: 

a. Pengelolaan urusan rumahtangga, perlengkapan, surat menyurat dan 
kearsipan; 

b. Pengelolaan administrasi keuangan; dan 

c. Pengelolaan administrasi kepegawaian. 

 
Bagian Keempat 

Kelompok Jabatan fungsional 

Pasal 9 

Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 

huruf c, mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Pasal 10 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang 

terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 

(2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(4) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

BAB V 
KEPEGAWAIAN 

Bagian Kesatu 
Pengangkatan dan Pemberhentian 

Pasal 11 

(1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati 

Banjar atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Fungsional sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, ditetapkan sesuai dengan Peraturan 

Perundang-Undangan yang berlaku. 
 

Bagian Kedua 

Eselonering 

Pasal 12 

(1) Jabatan Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a 
merupakan jabatan struktural eselon IVa. 

(2) Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

huruf b merupakan jabatan struktural eselon IVb. 

(3) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

 

BAB VI 
TATA KERJA 

Pasal 13 

Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan 
Fungsional dalam melaksanakan tugas berdasarkan Peraturanperundang-

undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. 

Pasal 14 

Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan 

Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip 
manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-
masing. 
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Pasal 15 

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik dalam 
lingkungan UPT yang bersangkutan maupun antar satuan organisasi serta 

instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing. 
 

Pasal 16 

(1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggungjawab dalam 
memimpin, mengkordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing. 

(2) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan 
mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan masing-

masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.  

(3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 
UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dapat menyampaikan tembusan 

laporan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara fungsional 
mempunyai hubungan kerja. 

(4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata 
Usaha dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan dalam penyusunan 
laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk 

kepada bawahan. 

Pasal 17 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional 

menyampaikan laporan kepada kepala UPT, dan berdasarkan laporan tersebut 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala UPT kepada 

Kepala Dinas. 
 

BAB VII 

PEMBIAYAAN 

Pasal 18 

Pembiayaan kegiatan rutin dan operasional UPT Laboratorium Kesehatan Daerah 
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar 
serta sumber lain berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

 
BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 19 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 

46 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 
teknis Laboratorium Kesehatan Air Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten 
Banjar Tahun 2008 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut 

oleh Kepala Dinas. 
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Pasal 21 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar. 

      Ditetapkan di Martapura 
      pada tanggal 18 Juni 2015 

               BUPATI BANJAR, 

 

                H. PANGERAN KHAIRUL SALEH 

Diundangkan di Martapura 
pada tanggal 18 Juni 2015 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, 

 
 
 H. NASRUN SYAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR  22 
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         LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR 
            NOMOR   22 TAHUN 2015 

            TANGGAL 18 JUNI 2015 
 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           BUPATI BANJAR, 

 

             H. PANGERAN KHAIRUL SALEH 

 

 

 

 

      

      

KEPALA 
UPT LABORATORIUM 
KESEHATAN DAERAH 

SUB BAGIAN TATA USAHA 

JABATAN FUNGSIONAL 


